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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).




DINAMIKA HUKUM
INVESTASI DI INDONESIA

Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum

N
5 CREENBOOK



DINAMIKA HUKUM
INVESTASI DI INDONESIA

Penulis:
Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum

Desain Cover:
Nur Muhamad Safi’i

Tata Letak:
Ida Farida
Komarudin

Editor:

Ida Farida
Nuradi
Ahmad Tarmidzi
Komarudin

ISBN:
978-634-7542-11-3

Hak Cipta 2025, Pada penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2025
by Penerbit Greenbook Publishing Indonesia
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Penerbit
Greenbook Publishing Indonesia
JI. Sultan Ageng Tirtayasa No. 12, Kedungjaya, Kec. Kedawung
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku DINAMIKA HUKUM
INVESTASI DI INDONESIA ini dapat tersusun dan hadir di tengah para
pembaca.

Penyusunan buku ini sebagai wadah bagi semua orang untuk
mengembangkan daya kritis dan kemampuan analitis dalam memahami
serta mengevaluasi dinamika hukum investasi yang terus berkembang,
baik di tingkat nasional maupun global. Isu-isu yang diangkat dalam
bunga rampai ini sangat beragam, mulai dari persoalan regulasi
penanaman modal, perlindungan terhadap investor, mekanisme
penyelesaian sengketa, hingga aspek keberlanjutan dalam kebijakan
investasi.

Sebagai negara yang tengah mengokohkan fondasi perekonomian
nasional dalam era globalisasi menjadikan investasi sebagai salah satu
motor penggerak pembangunan ekonomi, Indonesia membutuhkan
sistem hukum investasi yang adil, transparan, dan berpihak pada
kepentingan nasional. Dalam kerangka inilah, hukum investasi tidak
dapat dipisahkan dari visi konstitusional bangsa sebagaimana tertuang
dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan ini memberikan
landasan normatif bahwa kebijakan investasi, baik asing maupun
domestik, harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu, hukum investasi harus berperan sebagai instrumen yang
menyeimbangkan antara kebutuhan akan modal dan perlindungan
terhadap Kkepentingan nasional, termasuk Kkedaulatan ekonomi,
keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.



Melalui pemahaman ini, para mahasiswa diajak untuk tidak hanya
melihat investasi dari sudut pandang teknokratis dan ekonomis, tetapi
juga dari sudut pandang ideologis dan konstitusional. Dengan demikian,
kajian yang mereka hasilkan dalam buku ini diharapkan dapat
memperkuat kontribusi akademik terhadap pembentukan sistem hukum
investasi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan
rakyat.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi
ilmiah, inspirasi pemikiran, dan dorongan semangat untuk terus
mengembangkan kajian hukum investasi yang kontekstual dan
konstitusional.

Bandung, 14 Agustus 2025
Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Investasi,

Elli Ruslina
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DINAMIKA
HUKUM INVESTASI
DI INDONESIA

Buku ini menyajikan kumpulan tulisan yang membahas berbagai aspek hukum
investasidilndonesia dengan pendekatan kritis dan analitis. Berfokus padaisu-
isu terkini, buku ini mengeksplorasi regulasi investasi hijau, perlindungan
hukum bagi investor, serta tantangan yang dihadapi dalam era digital. Setiap
penulis menawarkan pandangan yang mendalam tentang dinamika hukum
investasi, termasuk pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi.

Dengan menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam praktik investasi, buku ini
menekankan perlunya regulasi yang adil dan transparan untuk menciptakan
iklim investasi yang kondusif. Selain itu, buku ini juga membahas kebijakan
pajak terkait cryptocurrency dan tantangan yang muncul dalam regulasi
teknologi finansial. Ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami,
buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademis, tetapi juga sebagai
sumber wawasan praktis bagi pelaku industri, pembuat kebijakan, dan
masyarakat umum yang tertarik dengan dunia investasi. Di tengah perubahan
yang terus berlangsung, buku ini hadir sebagai panduan dalam memahami
hukuminvestasidilndonesia.
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